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Abstract. Housing, as a basic human necessity, demands not only physical comfort but also assurance of safety 

and legal protection for its residents. In recent years, the rise in security violations within residential areas has 

raised serious concerns, especially regarding the authority of housing management and the frequent neglect of 

residents’ rights. Various security policies such as 24-hour gate security, CCTV installation, and visitor access 

restrictions are often enforced without a clear legal basis and without the participation of residents, thereby 

creating the potential for legal violations, including those related to criminal law and human rights. This study 

aims to analyze the forms of criminal liability that may be imposed on housing management in cases of negligence 

or abuse of authority in the implementation of security policies. It also examines the forms of legal protection 

available to residents and identifies potential criminal law violations arising from such policies. The research 

adopts a normative and empirical juridical approach, with a case study conducted at DL Sitorus I Housing 

Complex in Simalungun Regency. The results of the study show that the security policies at DL Sitorus I lack a 

valid internal legal foundation, were not developed through participatory means, and are not supported by 

standardized operating procedures (SOPs). This situation creates room for overreach by security personnel, such 

as arbitrary detention of visitors and unauthorized interrogations, which may violate Article 333 of the Indonesian 

Penal Code. Management may be held indirectly criminally liable under the principles of culpa in vigilando 

(negligence in supervision) and culpa in eligendo (negligence in the selection of personnel). The study 

recommends the formulation of internal regulations based on resident participation and the provision of legal 

training for security officers to ensure a fair, transparent, and legally compliant residential security system that 

upholds the principles of criminal law and human rights protection.  

Keywords: Criminal law; Housing; Managerial liability; Residents' rights; Security policy. 

Abstrak. Perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia tidak hanya menuntut kenyamanan fisik, tetapi juga 

jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi para penghuninya. Dalam beberapa tahun terakhir, 

meningkatnya kasus pelanggaran keamanan di lingkungan perumahan menimbulkan persoalan serius, terutama 

terkait kewenangan pengelola dan hak-hak warga yang kerap kali diabaikan. Beberapa kebijakan keamanan, 

seperti penjagaan gerbang 24 jam, pemasangan CCTV, dan pembatasan akses tamu, acapkali diberlakukan tanpa 

dasar hukum yang jelas dan tanpa partisipasi warga, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, baik 

pidana maupun hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana 

yang dapat dikenakan kepada pengelola perumahan apabila terjadi kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan 

dalam pelaksanaan kebijakan keamanan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk perlindungan hukum 

terhadap hak-hak warga perumahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta mengidentifikasi pelanggaran 

hukum pidana yang mungkin timbul. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris 

dengan lokasi studi kasus di Perumahan DL Sitorus I, Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan keamanan di Perumahan DL Sitorus I belum memiliki dasar hukum internal yang sah, tidak 

disusun secara partisipatif, serta tidak dilengkapi dengan prosedur operasional standar (SOP). Hal ini membuka 

ruang terjadinya tindakan melampaui kewenangan oleh petugas keamanan, seperti penahanan tamu secara 

sewenang-wenang dan interogasi tanpa dasar hukum, yang berpotensi melanggar Pasal 333 KUHP. Pengelola 

dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara tidak langsung berdasarkan asas culpa in vigilando (kelalaian 

dalam pengawasan) maupun culpa in eligendo (kelalaian dalam memilih petugas). Penelitian ini 

merekomendasikan penyusunan regulasi internal berbasis partisipasi warga dan pelatihan hukum bagi petugas 

keamanan guna mewujudkan sistem keamanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

pidana dan perlindungan hak asasi manusia.  

Kata Kunci: Hak warga; Hukum pidana; Kebijakan keamanan; Perumahan; Tanggung jawab pengelola. 
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1. PENDAHULUAN 

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dijamin 

keamanan dan kenyamanannya. Dalam lingkungan perumahan, tidak hanya aspek fisik 

bangunan yang menjadi perhatian, tetapi juga aspek keamanan sosial, perlindungan hukum, 

serta hubungan antara pengelola dan penghuni. Keamanan di lingkungan perumahan kini 

menjadi perhatian utama masyarakat, mengingat meningkatnya kasus kejahatan seperti 

pencurian, penganiayaan, perusakan, bahkan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan 

perumahan, termasuk di kompleks perumahan elite maupun sederhana. Seiring dengan 

berkembangnya sistem pemukiman yang dikelola oleh badan hukum atau pengelola, muncul 

pula kebijakan-kebijakan internal tentang keamanan, seperti sistem portal, penjagaan 24 jam, 

pemasangan CCTV, dan pemberlakuan akses terbatas bagi tamu atau kurir. Meskipun 

kebijakan ini bertujuan baik, sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya jika hak-

hak warga perumahan dibatasi secara berlebihan atau jika terjadi pelanggaran hukum dalam 

pelaksanaan sistem keamanan tersebut. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana hukum pidana memandang 

tanggung jawab pengelola dalam menjaga keamanan perumahan, serta bagaimana hak-hak 

warga dapat tetap dilindungi tanpa mengabaikan prinsip keamanan bersama. Selain itu, 

penelitian ini akan mengkaji apakah kebijakankebijakan keamanan yang diterapkan oleh 

pengelola telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau justru berpotensi 

menimbulkan pelanggaran hukum. Dengan melakukan studi terhadap kasus-kasus nyata dan 

landasan hukum yang berlaku, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

akademik dan praktis dalam mewujudkan sistem keamanan perumahan yang adil, efektif, dan 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi warga. 

 

2.  METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif dan 

penelitian yuridis empiris, yang dilakukan secara terpadu guna memperoleh pemahaman yang 

komprehensif mengenai kebijakan keamanan lingkungan perumahan serta pelaksanaannya di 

masyarakat  
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Sumber Data 

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara 

dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan sistem 

keamanan perumahan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi. 1) Warga perumahan 

2) Pengelola atau pengembang perumahan 3) Petugas keamanan (satpam) atau unsur keamanan 

lingkungan lainnya. 

 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dilakukan kepada 

warga dan pengelola perumahan guna mengetahui penerapan dan persepsi terhadap 

kebijakan keamanan serta permasalahan hukum yang timbul. Observasi, dilakukan dengan 

mengamati secara langsung pelaksanaan sistem keamanan di lokasi penelitian 

 

Teknik Analisi Data  

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum dan data empiris yang dikumpulkan, kemudian 

dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk 

menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum pengelola dan perlindungan terhadap 

hak warga dalam konteks kebijakan keamanan di perumahan. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Keamanan di Perumahan DL Sitorus I  

Keamanan merupakan kebutuhan dasar dalam setiap lingkungan permukiman. 

Masyarakat yang tinggal di perumahan menaruh ekspektasi tinggi terhadap terciptanya rasa 

aman, baik terhadap diri pribadi, keluarga, maupun harta benda. Dalam hal ini, pengelola 

perumahan memiliki peran krusial dalam merancang dan menerapkan kebijakan keamanan 

yang bertujuan menjaga ketertiban umum serta mencegah terjadinya tindak kejahatan di 

lingkungan tersebut. Hal inilah yang juga diterapkan oleh pengelola Perumahan DL Sitorus I, 

Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun 

Sejak tahun 2021, perumahan DL Sitorus I telah mengimplementasikan sistem 

keamanan lingkungan yang melibatkan satuan pengamanan (satpam) dan perangkat penunjang 

lainnya Adapun kebijakan utama yang diberlakukan oleh pengelola meliputi. 1) Penjagaan 

pintu gerbang utama selama 24 jam oleh petugas keamanan secara bergiliran. 2) Pemasangan 

kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) pada empat titik vital 3) gerbang masuk, 

persimpangan dalam kompleks, area taman bermain anak, dan pos keamanan. 4) Pencatatan 
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identitas setiap tamu dan kendaraan yang masuk, dilakukan oleh petugas keamanan melalui 

buku log yang disediakan di pos penjagaan. 5) Pembatasan waktu kunjungan untuk tamu dari 

luar lingkungan, yaitu maksimal hingga pukul 22.00 WIB, kecuali dalam keadaan tertentu yang 

dilaporkan sebelumnya kepada satpam. Meskipun keempat poin tersebut menunjukkan adanya 

upaya sistematis dalam menjaga keamanan lingkungan, namun hasil observasi dan wawancara 

penulis menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum 

internal yang sah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya peraturan tertulis yang disusun dan 

disepakati secara kolektif antara pengelola dan warga. Dengan kata lain, pengelola mengambil 

kebijakan secara sepihak tanpa melalui mekanisme musyawarah yang transparan dengan 

perwakilan warga, seperti forum RW atau rapat tahunan penghuni 

 

Analisis Tanggung Jawab Pidana Pengelola 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana melekat 

pada setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, yang melakukan suatu 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya 

ditujukan kepada pelaku langsung (dader), tetapi juga dapat diperluas kepada pihak yang secara 

tidak langsung memiliki kewenangan atau andil dalam terjadinya tindak pidana tersebut, 

termasuk melalui kelalaian atau pembiaran. Tanggung jawab pidana dalam konteks 

pengelolaan lingkungan perumahan menjadi penting ketika pengelola berwenang menetapkan, 

mengatur, dan melaksanakan kebijakan keamanan lingkungan. Tanggung jawab ini memiliki 

dua dimensi, yaitu: (1) tanggung jawab hukum karena fungsi pelayanan publik kepada 

penghuni; dan (2) tanggung jawab moral sebagai pihak yang dipercayakan oleh warga untuk 

menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 

 

Hak-Hak Warga dan Pelanggarannya dalam Praktik 

Hak-hak warga negara dalam konteks kehidupan di lingkungan perumahan merupakan 

bagian integral dari perlindungan hukum dan konstitusional yang dijamin oleh negara. Warga 

perumahan tidak hanya berperan sebagai penghuni, tetapi juga sebagai konsumen yang berhak 

memperoleh rasa aman, keadilan, dan perlakuan yang setara. Perlindungan terhadap hak-hak 

ini telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, mulai dari konstitusi hingga undang-

undang sektoral 

Dalam konteks pengelolaan perumahan, hak-hak warga mencakup. 1) Hak atas rasa aman di 

lingkungan tempat tinggal. 2) Hak atas perlakuan setara tanpa diskriminasi. 3) Hak untuk tidak 

diperlakukan sewenang-wenang oleh petugas keamanan. 4) Hak untuk dilibatkan dalam 

perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama 
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Oleh karena itu, dalam konteks ini, pengelola harus bertanggung jawab bukan hanya 

secara administratif, tetapi juga secara hukum. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban 

untuk, 1) Menyusun regulasi internal yang menghormati hak asasi warga. 2) Mengawasi 

pelaksanaan kebijakan oleh petugas keamanan. 3) Menyediakan jalur aduan dan evaluasi yang 

terbuka. 4) Menjamin bahwa seluruh warga diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.  

Pendekatan semacam ini tidak hanya memperkuat prinsip hukum dalam tata kelola 

lingkungan, tetapi juga mencerminkan semangat demokrasi, partisipasi, dan perlindungan 

konstitusional dalam praktik kehidupan sosial. 

 

Hambatan dalam Penegakan Kebijakan yang Berkeadilan 

Kebijakan keamanan lingkungan idealnya tidak hanya bertujuan menciptakan 

ketertiban dan mencegah kejahatan, tetapi juga harus dilandasi oleh prinsip keadilan sosial, 

keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam implementasinya di 

lapangan, khususnya di Perumahan DL Sitorus I, terdapat sejumlah hambatan yang secara 

nyata mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan keamanan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip hukum dan keadilan. Hambatan-hambatan ini tidak bersifat teknis semata, tetapi juga 

menyentuh aspek normatif, struktural, dan kultural dalam sistem pengelolaan perumahan. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, penulis 

mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama sebagai berikut. 1) Tidak Adanya 

Regulasi Lokal yang Mengatur Sistem Keamanan Perumahan 2) Kurangnya Pelatihan dan 

Pemahaman Hukum Bagi Petugas Keamanan 3) Minimnya Partisipasi Warga dalam 

Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Keamanan 4) Keterbatasan Sumber Daya Pengelola 

 

Upaya Perlindungan Hukum dan Rekomendasi 

Perlindungan hukum terhadap warga perumahan merupakan elemen penting dalam 

menciptakan hunian yang tidak hanya nyaman secara fisik, tetapi juga aman secara hukum dan 

sosial. Dalam konteks perumahan modern yang dikelola secara komersial oleh pengembang 

atau badan hukum, terdapat hubungan hukum antara pengelola dan warga sebagai konsumen 

atau pengguna jasa. Hubungan ini tidak sekadar administratif, melainkan mencerminkan 

kontrak sosial dan tanggung jawab timbal balik yang dilindungi oleh hukum. Hak-hak warga, 

sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan undang-undang sektoral seperti Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat prinsip bahwa setiap individu 

berhak memperoleh rasa aman, kenyamanan, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.  
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Oleh karena itu, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, berbagai 

upaya perlindungan hukum dan rekomendasi kebijakan perlu dilakukan oleh pengelola, warga, 

maupun pemerintah. 

Dengan pemahaman hukum yang baik, petugas keamanan akan memiliki sensitivitas 

dalam membedakan antara tindakan preventif yang sah dan pelanggaran hukum yang tidak 

dapat dibenarkan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, yang menekankan bahwa satuan 

pengamanan wajib bertindak berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 83 

Lebih jauh lagi, pelatihan hukum juga memperkuat posisi profesional petugas keamanan. 

Mereka tidak lagi diposisikan hanya sebagai “penjaga pintu,” tetapi sebagai aktor penting 

dalam menciptakan keamanan sipil berbasis hukum dan partisipasi warga. Sertifikasi dan 

evaluasi berkala terhadap 

 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Perumahan DL Sitorus I, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan keamanan yang diterapkan selama ini masih belum sepenuhnya 

memenuhi unsur kejelasan hukum, keterbukaan, dan partisipasi warga. Sistem keamanan yang 

terdiri dari penjagaan gerbang 24 jam, pemasangan CCTV, dan pembatasan tamu memang 

telah berjalan secara operasional sejak tahun 2021, namun pelaksanaannya belum didukung 

oleh dokumen hukum tertulis seperti peraturan internal atau SOP yang disepakati bersama. 

Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak serius, karena petugas keamanan 

bertindak berdasarkan intuisi atau kebiasaan, bukan pada aturan yang legal dan objektif. Hal 

ini mengakibatkan munculnya tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi warga, termasuk 

hak atas perlindungan diri, kehormatan, dan kebebasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G 

ayat (1) UUD 1945 dan UndangUndang Perlindungan Konsumen. Dengan tidak adanya dasar 

hukum formal, pengelolaan keamanan menjadi rawan terjadi penyalahgunaan wewenang dan 

tidak dapat diawasi secara sistematis. Dalam perspektif hukum pidana, pengelola memiliki 

potensi untuk dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian dalam menyediakan 

keamanan lingkungan yang memadai atau dalam mengawasi tindakan petugas keamanan yang 

berada di bawah kendalinya. Kelalaian tersebut bisa bersifat aktif maupun pasif, seperti tidak 

memberikan pelatihan hukum, tidak menyediakan SOP, atau mengabaikan laporan warga 

terkait pelanggaran yang dilakukan petugas. Meskipun dalam praktiknya badan hukum 

pengelola belum sepenuhnya dikonstruksi sebagai subjek hukum pidana dalam konteks 

pertanggungjawaban korporasi, prinsip culpa dalam hukum pidana Indonesia tetap 

memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap individu atau badan yang lalai dan 
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menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pengelola juga dapat digugat secara perdata melalui 

Pasal 1365 KUHPerdata apabila terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang 

menyebabkan kerugian kepada penghuni, baik secara materiil maupun immateriil. Tanggung 

jawab hukum pengelola dalam hal ini merupakan manifestasi dari asas tanggung jawab atas 

akibat (liability for consequence) yang telah berkembang dalam praktik hukum perdata dan 

pidana modern. Pelanggaran hak-hak warga yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti 

penahanan tamu tanpa dasar hukum, tindakan intimidatif oleh satpam, hingga diskriminasi 

perlakuan terhadap tamu tertentu, menunjukkan bahwa sistem keamanan di lingkungan 

perumahan belum didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak warga. Oleh 

karena itu, upaya perlindungan hukum harus dibangun melalui pendekatan sistemik dan 

berkelanjutan, dimulai dari penyusunan SOP keamanan tertulis yang partisipatif, pelatihan 

hukum dan etika bagi petugas keamanan, serta pembentukan forum evaluasi kebijakan 

keamanan yang melibatkan warga secara aktif. Pengelola juga perlu menerapkan prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pelaporan sistem keamanan dan penyelesaian 

konflik. Warga pun perlu diberdayakan agar memahami hak hukumnya, serta didorong untuk 

menggunakan jalur pengaduan atau hukum secara tepat apabila hak mereka dilanggar. Dengan 

demikian, perumahan dapat menjadi ruang tinggal yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip 

negara hukum. 
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